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KATA PENGANTAR
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RINGKASAN

Judul Penelitian disertasi ini adalah : “Kewajiban Advokat Bersumpah
Menurut Agamanya Atau Berjanji Di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Dalam
Perspektif Kemandirian Organisasi Advokat” . Lahirnya Undang-undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) adalah untuk mewujudkan negara
hukum yang konstitusional dan proses penegakan hukum (law erforcement) yang
berkeadilan, agar setiap orang dipandang sama di hadapan hukum, guna
mendapatkan akses keadilan (acces to justice).

Secara normatif keharusan sumpah bagi advokat yang diatur dalam Pasal 4
ayat (1) UU Advokat yang menyatakan ; “Sebelum menjalankan profesinya,
Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-
sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” di
satu sisi, di sisi lain menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dinyatakan ;
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh
hukum dan peraturan perundang-undangan”. Secara substantif terdapat konflik
norma/ disharmonisasi di antara kedua ketentuan hukum positif tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan dua permasalahan
pokok disertasi sebagai berikut : (1) Rasio legis advokat wajib bersumpah atau
berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah
hukumnya, (2) Konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut
agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat. Adapun tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah : (1) Untuk menganalisis dan
menemukan rasio legis advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya
di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya. (2) Untuk
menganalisis dan menemukan konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji
menurut agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat.

Landasan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini
ialah sebagai berikut:

1. Teori Teori Hubungan Hukum dan Moral.
2. Teori Teori Kewenangan.
3. Teori Kemandirian.

Penyusunan disertasi ini, digunakan metode yuridis normatif, yaitu metode
yang difokuskan untuk mengkaji asas-asas, kaidah-kaidah atau norma-norma
hukum positif. Sedangkan Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam
penelitian disertasi ini meliputi : Pendekatan Undang-undang (Statute approach),
Pendekatan Filosofis (Philosophy approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual
approach), Pendekatan Komparatif (Comparative approach) dan Pendekatan
Kasus (Case approach).

Berdasarkan analisis rumusan masalah pertama dalam perspektif Teori
Hubungan Hukum dan Moral diperoleh hasil sebagai berikut : Sebagai temuan
penelitian disertasi diusulkan bahwa rasio legis dirumuskan sumpah/ janji advokat
dalam perspektif filosofis seharusnya merupakan landasan validitas atau
keabsahan, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat sebelum menjalankan
tugas profesinya, memberikan jasa hukum, baik di luar maupun dalam sidang
pengadilan.
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Bahwa diselenggarakan sumpah/ janji advokat, secara filosofis merupakan
perwujudan peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia
(officium nobile), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun
keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan
hukum di Indonesia.

Berdasarkan analisis rumusan masalah kedua dalam perspektif Teori
Kewenangan dan Kemandirian diperoleh hasil sebagai berikut : Dengan
mendasarkan landasan teoritik, perbandingan sumpah/ janji anggota kepolisian
dan kejaksaan, pengangkatan advokat di negara Rusia, sekaligus amanat
pembentuk UU Advokat dalam konsideran menimbang huruf (b), menurut
hematnya dalam konteks kemandirian organisasi advokat, sumpah/janji advokat
dapat dilakukan atau diselenggarakan oleh organisasi advokat sendiri, dengan
ketentuan advokat yang bersangkutan telah menempuh pendidikan khusus profesi
advokat dengan benar, telah lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh
organisasi advokat sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan pengangkatan
advokat oleh organisasi advokat secara selektif dan ketat.

Sebagai temuan penelitian diusulkan kewenangan organisasi advokat secara
utuh dan komprehensif untuk yang akan datang sebagai ius constitendum
mempunyai kemandirian meliputi : (a) melaksanakan pendidikan khusus profesi
Advokat [Pasal 2 ayat (1)]; (b). melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3
ayat (1) huruf f]; c). melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)]; d).
Pengambilan Sumpah/Janji Advokat; e)membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)];
f). membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)]; g). membentuk Komisi
Pengawas [Pasal 13 ayat (1)]; h). melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan
1). memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].

Berdasarkan analisis pada Bab-bab Pembahasan, secara akademik
disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang
diajukan sebagai berikut:

1. Rasio legis advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya apabila ditelusuri
sejarah historis mengadopsi ketentuan tentang sumpah advokat yang diatur
dalam Pasal 187 RO (Reglement Of De Regterlijk Organisatie En Her
Beleid Der Justitie in Nederlan Indie) yang menyatakan: ‘“Sebelum
menerima pelayanan mereka, para pengacara harus mengambil sumpah
(janji) berikut dalam sidang terbuka di pengadilan tinggi tempat mereka
ditunjuk”™, tanpa diberikan alasan hukum pada saat perumusan Pasal 4 ayat
(1) UU Advokat, memberikan kewenangan atributif kepada Pengadilan
Tinggi melakukan sumpah/janji advokat. Rasio legis advokat wajib
bersumpah atau berjanji menurut agamanya pada hakikatnya
validitas/keabsahan, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat dalam
menjalankan tugas profesinya, baik di luar persidangan maupun di dalam
persidangan.

2. Dengan mendasarkan landasan teoritik, perbandingan sumpah/ janji anggota
kepolisian dan kejaksaan, pengangkatan advokat di negara Rusia, sekaligus
amanat pembentuk UU Advokat dalam konsideran menimbang huruf (b),
Konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam

viil



perspektif kemandirian organisasi advokat lebih tepat dilakukan atau
diselenggarakan oleh organisasi advokat sendiri, dengan ketentuan advokat
yang bersangkutan telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat
dengan benar, telah lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh
organisasi advokat sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan
pengangkatan advokat oleh organisasi advokat secara profesional.

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, secara akademik disarankan yang

terhormat :

1.

Kepada Badan Legislatif untuk melakukan Perubahan UU Advokat dengan
menambahkan rasio legis dari sumpah/janji advokat merupakan landasan
validitas, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat dalam
menjalankan tugas profesinya, baik di luar persidangan maupun di dalam
persidangan, dalam rangka mengemban profesi yang mulia (officium nobile),
menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Kepada Badan Legislatif untuk melakukan revisi terhadap dalam Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terkait
keharusan advokat bersumpah atau berjanji menurut agamanya tidak lagi di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya. Sumpah atau janji
Advokat tersebut cukup dilakukan di lingkungan organisasi advokat, setelah
advokat yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan pengangkatan
advokat oleh organisasi advokat secara profesional.
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